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KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian
visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung
menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan
Kinerja.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan
menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang sebagian Kontribusinya terhadap
pendapatan negara kian vital. Dalam postur APBN 2024, penerimaan perpajakan tercatat
menyumbang hampir 70 persen dari total pendapatan negara. Itu artinya bahwa segala
ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan
menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan
perpajakan.

Melihat dari besarnya porsi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara
dan disisi lain dipengaruhi dengan adanya wabah pandemi yang melanda negeri menjadi
tantangan tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dalam rangka
mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan.

Sebagai instansi vertikal dari direktorat jenderal pajak Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tulungagung akan senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi
negeri ini. Semoga pandemi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ini segera
berlalu agar roda perekonomian dapat berputar seperti sedia kala dan dapat mencapai
kinerja yang lebih baik lagi ke depannya.

Tulungagung, 30 Januari 2024

Efendi Pinem
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RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif
dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Tulungagung yang
didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu LAKIN juga
merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada
masyarakat.

Sebagai salah satu unit vertikal DJP, KPP Pratama Tulungagung melaksanakan
pengelolaan Kkinerja berdasarkan standar penilaian Kkinerja organisasi level Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Penilaian kinerja organisasi di level KPP Pratama terdapat
4 (empat) perspektif kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja unit kerja dan
dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut dijabarkan
lagi ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penilaian kinerja organisasi dilaksanakan setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali
dan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Capaian NKO KPP Pratama Tulungagung
untuk periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 109,06% dimana memiliki
kategori penilaian aman (warna hijau) seperti tercantum pada Tabel Capaian NKO KPP
Pratama Tulungagung Tahun 2024.

Secara umum, kinerja KPP Pratama Tulungagung di tahun 2024 sudah baik. Realisasi
penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Tulungagung berhasil terkumpul sebanyak
Rp 728.756.065.448,- dari target penerimaan Rp 728.287.103.000,- (pencapaian
penerimaan 100,06%).

Perlu disampaikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja telah dilaksanakan
sebagaimana mestinya dan proses bisnis di KPP Pratama Tulungagung telah berjalan dengan
baik sehingga seluruh indikator kinerja KPP Pratama Tulungagung pada tahun 2024 telah
mencapai target.
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Tabel Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Tulungagung Tahun 2024

6a-CP

dan/atau keterangan

5 Persentase pengawasan pembayaran masa

5a-CP | Persentase awasan pembayaran masa 90,00% 119,04% PM 14,00% 100,00%
| 5a-CP_|Persentase pengawasan pembayaranmasa_____ | 9000% | 119,04% | Max__[PM| 1400% | 100,00% |

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif
Persentase penyelesaian pemintaan penjelasan atas data

100,00%

119,65%

P/M

14,00%

Kode i e Tt s Kbt e it | Do vic | Bone i Bobot Indeks
S / : Pt ; Realisasi | Polarisasi | VI bo :
Stakeholder Perspective 30,00%
1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,06% Max 26,00% 57,78%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
1b-CP o 2 100,00 101,88 Max P/L 19,00% 42,22%
deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective 20,00%
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
100,00% 100,05% Max E/L | 26,00% 57,78%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
P, it ian tingkat kepatuh ian SPT
opigp [ Aeanasecapgantingralicpalliian peryampaian 100,00% | 100,43% Max | PL| 1900% | 4222%
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
% s 100,00% 100,17% Max EM | 21,00% 100,00%
Penguijian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective 25,00%
4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
4a-CP el Pe po Y <9 7400% | 8880% M| 2100% | 5000%
edukasi dan penyuluhan
4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 109,05% Max EM| 21,00% 50,00%

33,33%

6b-N

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

100,00%

118,44%

P/M

14,00%

33,33%

6¢-N
tepat waktu

7 Penegakan hukum yang efektif

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

100,00%

100,00%

117,02%

120,00%

PM

14,00%

14,00%

33,33%

26,92%

Tingkat efektivitas penagihan

75,00%

116,54%

19,00%

36,54%

Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP i X )
penyediaan data potensi perpajakan

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan

100,00%

100,00%

200,00%

120,00%

P/IM

19,00%

14,00%

36,54%

42,42%

Learning & Growth Perspective

kebintalan SDM

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan

55,00%

100,00

69,67%

117,23

PIM

19,00%

14,00%

57,58%
25,00%

33,33%

9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit

85,00

96,17

P/M

14,00%

33,33%

9c-N ; g
manajemen risiko

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan

90,00

Nilai Kinerja Organisasi

97,83

P/IM

14,00%

10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 12000 | Max [PM| 1400% | 100,00%

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tusi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusulan LAKIN adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Tersusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Tulungagung Tahun 2024 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan, serta
sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja KPP Pratama Tulungagung pada tahun
mendatang. Pelaporan kinerja dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja KPP Pratama Tulungagung dalam satu tahun anggaran kepada pimpinan dan
masyarakat. Oleh sebab itu, substansi penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan hasil capaian
indikator kinerja organisasi.

Beberapa permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi KPP Pratama Tulungagung
yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses
penghimpunan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga asosiasi, pihak
lain, dan kerja sama penegakan hokum;

Sempitnya basis pajak (narrowed tax based);

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah (low tax compliance);
Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas D]P;
Kurang efektifnya pengawasan Wajib Pajak dan penegakan hukum.

SECRREN

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Pratama Tulungagung

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang
melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka
KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau
instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di
Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

Hingga pada saat ini, sejak tanggal 3 Mei 2021 Dirjen Pajak melalui Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat
Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, memutuskan penerapan
reorganisasi instansi vertikal DJP seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
146/P]/2021.

Berdasarkan PMK tersebut terdapat beberapa perubahan, salah satunya yaitu mengenai
penerapan tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal D]JP, baik pada KPP
maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Sesuai dengan PMK-184/PMK.01/2020, KPP Pratama Tulungagung mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
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Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek

dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

mempunyai fungsi :

analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;

pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun

masyarakat;

pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak,dan pengenaan;

penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;

. pemutakhiran basis data perpajakan;

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

pelaksanaan administrasi kantor.

@me a0 o

TwnmoBTopgTRET S

Secara Struktur Organisasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung merupakan
Instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor
Wilayah DJP. Dalam struktur organisasi yang baru, KPP Pratama Tulungagung termasuk dalam
Kantor Pelayanan Pajak kelompok I, yang terdiri dari :

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Seksi Pelayanan

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pengawasan I - VI, dan

Kelompok Jabatan fungsional (Pemeriksa, Penilai, dan Penyuluh)

Selain itu, secara struktural Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung mempunyai
satu unit pembantu dibawahnya yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) Trenggalek. KP2KP Trenggalek dipimpin oleh seorang Kepala KP2KP setingkat Eselon
IV dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama Tulungagung.

oUW

Adapun tugas dari KP2KP Tulungagung yaitu melakukan pengumpulan, pencarian dan
pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan
edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
KPP Pratama.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data,pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian
profil potensi perpajakan;
b. edukasi dan konsultasi pajak;
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c. pelayanan pajak;

d. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;

e. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan

f. pelaksanaan administrasi kantor.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPP Pratama Tulungagung juga

memiliki beberapa prestasi. Di bawah ini tabel yang merangkum beberapa prestasi yang pernah
ditorehkan oleh KPP Pratama Tulungagung dalam kurun waktu selama tahun 2022-2023.

Daftar Prestasi KPP Pratama Tulungagung

n Prestasi KPP Pratama Tulungagung
) (3)

(1) (2
1 2022 Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022
2 2022 Terbaik Pertama KPP dengan Kinerja Efektifitas Penagihan tingkat Kanwil DJP Jawa Timur 1l
3 2022 Terbaik Pertama KPP dengan Produksi Monografi Fiskal tingkat Kanwil DJP Jawa Timur 111

4 2022 Terbaik Pertama KPP dengan Tindak Lanjut DPP tingkat Kanwil DJP Jawa Timur Il

5 2022 KPP dengan Publikasi Teraktif Pertama tingkat Kanwil DJP Jawa Timur 11l

6 2022 Pengelola Media Sosial Terbaik Pertama tingkat Kanwil DJP Jawa Timur llI

7 2022 Terbaik Kedua KPP dengan Kolaborasi Penegakan Hukum tingkat Kanwil DJP Jawa Timur Il
8 2022 Terbaik Ketiga KPP dengan Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi yang Melakukan

9 2023 Terbaik Pertama KPP dengan PKM Pemeriksaan tingkat Kanwil DJP Jawa Timur IlI

10 2023 Terbaik Pertama KPP dengan PKM Penagihan tingkat Kanwil DJP Jawa Timur Il

11 2023 KP2KP dengan Kinerja Terbaik Pertama

12 2023 Terbaik Kedua Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Timur IlI

13 3 Terbaik Ketiga KPP dengan Tindak Lanjut SP2DK Outstanding tingkat Kanwil DJP Jawa Timur

1
Terbaik Ketiga KPP dengan Pencapaian Pertumbuhan PKM Non PPS Tertinggi tingkat Kanwil

14 2023
DJP Jawa Timur 11
15 2023 Terbaik Ketiga KPP dengan Kegiatan Pengamatan tingkat Kanwil DJP Jawa Timur 111
16 2023 Terbaik Ketiga KPP dengan Kolaborasi tingkat Kanwil DJP Jawa Timur llI A

C. Mandat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung memperoleh mandat untuk
merealisasikan pendapatan dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp 728.287.103.000,- (Tujuh
ratus dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta serratus tiga ribu rupiah). Dari
target tersebut, KPP Pratama Tulungagung dapat merealisasikan sebesar Rp Rp 728.756.065.448, -
(Tujuh ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh enak juta enam puluh lima ribu empat
ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 100,06%.

D. Kekuatan Sebagai Sumber Daya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

1. Organisasi

Sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
mempunyai struktur organisasi tersendiri. Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawabhi:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan
pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi
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kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan
teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan
pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan,
pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,
pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang
berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penJamman
kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan
pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan
penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan
produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam
rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak
memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi
perpajakan, pengelolaan registrasi perpaj akan, penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran
dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak
Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penylmpanan dokumen perpajakan, dan
melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk
layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis,
penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui
pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud,
pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta
melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi
penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan
penagihan.

e. Seksi Pengawasan
Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan IlI, Seksi Pengawasan IV, Seksi
Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan
analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi
peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak
lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek
dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi,
pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut
data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan
tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

2. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, sebagai salah satu unit organisasi di
Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas utama dalam mengamankan penerimaan
negara, untuk mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada sumber daya manusia. Oleh
karena itu, sumber daya manusia yang handal serta mempunyai komitmen dan kinerja bagus
dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan untuk
tercapainya tujuan besar tersebut. Jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung pada Tahun 2024 adalah 100 pegawai. Dengan jumlah pegawai tersebut,
berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap bidang maupun bagian, dilakukanlah formasi terhadap

LAPORAN KINERJA 2024 8
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pegawai tersebut sesuai dengan kemampuan serta skill khusus yang dimiliki oleh pegawai
tersebut untuk ditempatkan sesuai dengan bidang masing-masing.

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dipimpin oleh Kepala Sub bagian Umum dan
Kepatuhan Internal (Eselon IV), terdiri dari 2 pelaksana Rumah Tangga, 1 pelaksana pengelola
BMN, 3 pelaksana Kepegawaian, 2 pelaksana UKI, 1 orang pelaksana Pembuat Daftar Gaji, 1
Orang Bendahara dan 2 orang Sekretaris.

Seksi Penjaminan Kualitas Data dipimpin oleh Kepala Seksi PKD (Eselon 1V), terdiri dari 4
orang pelaksana 2 orang Administrator Sistem.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Seksi P3 (Eselon IV),
terdiri dari 4 orang pelaksana dan 2 orang Jurusita

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan (Eselon IV), terdiri dari 13 orang
pelaksana.

Seksi Pengawasan I dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan (Eselon IV), terdiri dari 6 orang
Account Representative.

Seksi Pengawasan Il dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan (Eselon 1V), terdiri dari 6 orang
Account Representative.

Seksi Pengawasan III dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan (Eselon 1V), terdiri dari 5 orang
Account Representative.

Seksi Pengawasan IV dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan (Eselon [V), terdiri dari 7 orang
Account Representative.

Seksi Pengawasan V dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan (Eselon IV), terdiri dari 5 orang
Account Representative.

Seksi Pengawasan VI dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan (Eselon 1V), terdiri dari 6 orang
Account Representative.

Jabatan Fungsional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung diisi sebanyak 12 orang
fungsional yang terbagi dalam 2 jenis yakni sebanyak 7 orang Fungsional Pemeriksa Pajak dan
5 orang Fungsional Penyuluh / Asisten.

KP2KP Trenggalek dipimpin oleh Kepala KP2KP Trenggalek, terdiri dari 4 orang pelaksana.
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Komposisi Pegawai KPP Pratama Tulungagung

Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

“ Nama Unit Eselon IV Laki-Laki

(1) (2) (3) (4)
g KPP Pratama Tulungagung 1
2 Seksi Pelayanan 10 9
3 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 6 1
4 Seksi Pengawasan | 7
5 Seksi Pengawasan Il 5 2
6 Seksi Pengawasan Il 4 2
7 Seksi Pengawasan IV 6 2
8 Seksi Pengawasan V 6
9 Seksi Pengawasan VI 5 2
10 Seksi Penjaminan Kualitas Data 4 3
11 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 8 5
12 Fungsional Pemeriksa 6 1
13 KP2KP Trenggalek 4 1

~
I

N

oo

Jumlah

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Tulungagung
Berdasarkan diatas, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai

perempuan. Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 72 pegawai , sedangkan pegawai
perempuan terdapat 28 pegawai.

Laki-Laki = Perempuan
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Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan
Nama Unit Eselon IV

(1) (2) (3)
1 KPP Pratama Tulungagung 1
2  Seksi Pelayanan 2 5 6 6
3  Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 2 1 3 1
4  Seksi Pengawasan | 1 1 3 2
5 Seksi Pengawasan Il 1 5 1
6 Seksi Pengawasan lll 3 | 4 1
7  Seksi Pengawasan |V 1 7
8 Seksi Pengawasan V 2 2 2
9 Seksi Pengawasan VI 1 1 3 2
10 Seksi Penjaminan Kualitas Data 1 3 2 1
11 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 1 6 2 2 2
12 Fungsional Pemeriksa 3 4
13 KP2KP Trenggalek

3 1 1
Jumlah [ =

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Tulungagung

PEGAWAI MENURUT JENJANG
PENDIDIKAN

EBSMA EBDI RDIIl mS1 mS2 mS3
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Komposisi Pegawai menurut Usia

.
e | e T

(1) (2) (3)
1 KPP Pratama Tulungagung 1
2 Seksi Pelayanan i 12 4 2
3 Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 5 il 1
4 Seksi Pengawasan | 5 2
5 Seksi Pengawasan | il 5 1
6 Seksi Pengawasan llI 4 2
7 Seksi Pengawasan IV 7 1
8 Seksi Pengawasan V 4 2
9 Seksi Pengawasan VI 2 5
10 Seksi Penjaminan Kualitas Data 1 3 2 1
11 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 1 7 4 1
12 Fungsional Pemeriksa 5 2
KP2KP Trenggalek 4 1

l----

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Tulungagung

a. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung mengadakan pengembangan sumber
daya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, partisipasi dalam diklat baik yang
diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan maupun yang lain, Leadership Development
Program para pejabat eselon IV, ICV tematik, [HT, dan lain-lain.
b. Pemenuhan Standar Jam Pelatihan
Realisasi pencapaian IKU Jam Pelatihan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung pada Tahun 2024 adalah sebesar 117,23% dari target sebesar 100%.
Pencapaian ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop dalam bentuk [HT,
LDP, e-Learning, dan lain-lain secara terjadwal dan berkala.

3. Sarana Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat
dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan
yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai.
Gedung Bangunan

Direktori gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, adalah sebagai berikut:
Lantai 1

e Tempat Pelayanan Terpadu
Loket Bank Jatim
Tempat Bermain Anak
Ruang Baca
Ruang Integritas
Ruang Relaksasi Pegawai
Pojok UMKM
Ruang Temu WP
Ruang Laktasi Wajib Pajak
Ruang Server
Café Integritas
Toilet WP
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e Ruangan Seksi Pelayanan, Fungsional / Asisten Penyuluh dan Seksi Penjaminan Kualitas
Data
e Gudang Berkas Pelayanan
e Toilet Pegawai
Lantai 2
e Ruang Sekretariat dan Kepala Kantor
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
Ruang Bendahara dan PDG
Seksi Pengawasan Il s.d VI
Gudang ATK
Gudang Penyimpanan
Ruang Sinergi
Ruang Rapat
Ruang Klinik
Ruang Laktasi Pegawai
e Toilet Pegawai
Lantai 3
e Seksi Pengawasan I
Seksi P3
Ruang Fungsional Pemeriksa
Ruang Podcast
Aula
Ruang Serba Guna
Toilet Pegawai
4. Aspek Eksternal

Beberapa sektor usaha potensial yang tersebar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tulungagung sebagai penyumbang dominan penerimaan diantaranya adalah sebagai

berikut:
INDUSTRI
PERIKANAN SRR
TANGKAP KOPERASI SUSU

PETERNAKAN

GALPOT

SEKTORAL

MIE SOUN

BENDAHARA

TAMBAK

INDUSTRI JOIN PROGRAM
KERUPUK DJP dan DJBC
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Keadaan Ekonomi Sosial dan Sektor Usaha yang Menonjol

Geografis Tulungagung yang memiliki wilayah pegunungan dan pantai/ laut memberikan
peluang usaha bagi penduduknya di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan,
dan perikanan. Selain usaha pada bidang-bidang di atas, juga terdapat penduduk yang bermata
pencaharian dibidangindustri.

Beberapa sektor usaha yang menonjol di Tulungagung diantaranya adalah sektor industri,
seperti marmer di Kecamatan Campurdarat, konveksi di desa Botoran, dan industri rumah tangga
yang bergerak di bidang kuliner, industri produksi teralis di Kecamatan Karangrejo, selain itu
juga terdapat perkebunan teh di Kecamatan Sendang.

Untuk Kabupaten Trenggalek hampir sama dengan Kabupaten Tulungagung berkaitan
dengan topografi wilayah, namun sektor usaha yang menonjol adalah sektor perikanan tangkap
di Kecamatan Watulimo, Panggul, dan Munjungan dengan pelabuhan perikanan tangkap di Pantai
Prigi, sedangkan untuk perikanan darat didominasi oleh tambak udang dan patin serta gurami.
Sementara untuk peternakan sebagian besar adalah peternakan ayam pedaging, kambing, sapi
potong dan sapi perah. Untuk perkebunan didominasi perkebunan tebu, kopi dan kakao serta
kelapa. Sektor perkebunan buah-buahan didominasi tanaman pisang dan durian, mangga serta
nanas, sedangkan untuk sektor pertanian di Kabupaten Trenggalek didominasi budidaya jamur,
cabai rawit dan bawang merah.

Sektor Strategis dan Potensi yang Masih Dapat Digali

Perkembangan Tulungagung yang cukup pesat memberikan peluang peningkatan
penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dari sektor perdagangan,
industri, pertaninan/ perkebunan, usaha peternakan/ perikanan, jasa, dan kegiatan membangun
sendiri serta objek bumi dan bangunan. Beberapa hal yang menandainya, antara lain telah
dibangunnya beberapa rumah-toko/ ruko baru, pembangunan rumah-rumah pribadi pada blok-
blok tanah baru/ perumahan-perumahan/ real estate. Sedangkan Kabupaten Tulungagung
merupakan daerah penghasil barang-barang pertanian dan peternakan di samping barang
tambang dan lainnya.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung yang luas memungkinkan
masih banyaknya sektor-sektor usaha yang bisa digali dari aspek perpajakannya.
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Penggunaan Lahan Wilayah Kerja KPP Pratama Tulungagung

Dalam hal penggalian potensi perpajakan, KPP Pratama Tulungagung membagi wilayah
Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek ke dalam lima zona pengawasan. Zona pengawasan
merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tulungagung dan didistribusikan kepada seksi
Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan yakni Seksi Pengawasan Il sampai dengan VI. Untuk Seksi
Pengawasan I meliputi seluruh wilayah kerja KPP dengan kategori Wajib Pajak Strategis atau
Wajib Pajak besar. Pembagian zona pengawasan KPP Pratama Tulungagung digambarkan pada
tabel sebagai berikut :

Gambar
Zona Pengawasan Kewilayahan KPP Pratama Tulungagung

‘ Pengawasan 1
‘ Pengawasan Il1
‘ Pengawasan IV
‘ Pengawasan V
‘ Pengawasan VI

Gambar
Zona Pengawasan Berdasarkan Kecamatan
dan Jumlah Desa

Dari tabel tersebut Seksi
Pengawasan Il tersebar di beberapa
kecamatan yang berada di Kabupaten Pengawasan I 71
BENDUNGAN 8
Tulungagung maupun Trenggalek. BESUKI T
Wilayah Seksi Pengawasan Il secara KALIDAWIR 17
. ) NGANTRU 6
dominan berada di Kecamatan POGALAN -
Kalidawir, = Kabupaten Tulungagung TUGU 15
TULUNGAGUNG 8
dan Kecamatan Tugu Kabupaten —— =
Trenggalek. KAMPAK 7
_ _ KARANGREJO 13
Sedangkan wilayah Seksi Pengawasan MUNJUNGAN i1
[l terbanyak berada di Kecamatan NGUNUT 18
PUCANGLABAN 9
Ngunut Kabupaten Tulungagung, dan REJOTANGAN T
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten TRENGGALEK 13
Tulungagung.
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Dominasi zona pengawasan Seksi
Pengawasan v berada di
Kecamatan Bandung dan Kecamatan
Boyolangu yang berada di Kabupaten
Tulungagung  serta Kecamatan
Panggul, Kabupaten Trenggalek.
Seksi Pengawasan V sebagian besar
berada di Kecamatan Kedungwaru
dan Kecamatan Pakel yang sama-
sama terletak di Kabupaten
Tulungagung.

Untuk zona pengawasan Seksi
Pengawasan VI memiliki wilayah
dominan di Kecamatan Gondang,
Kabupaten Tulungagung dan

Kecamatan Durenan, Kabupaten
Trenggalek.

Gambar Zona Pengawasan Berdasarkan Kecamatan

dan Jumlah Desa

Seksi Pengawasan/ Kecamatan Jumlah Desa

Pengawasan IV
BANDUNG
BOYOLANGU
GANDUSARI
KAUMAN
PAGERWOIO
PANGGUL
SURUH

Pengawasan V
KARANGAN
KEDUNGWARU
NGANTRU
PAKEL
POGALAN
PULE
SUMBERGEMPOL
TANGGUNGGUNUNG
TULUNGAGUNG

Pengawasan VI
CAMPURDARAT
DONGKO
DURENAN
GONDANG
SENDANG
TULUNGAGUNG
WATULIMO

Penggunaan LahanWilayah Kerja

No Zona Pengawasan Penggunaan Lahan Dominan

(1) (2) (3)

1 Pengawasan Il Pekarangan dan Bangunan
Hutan Negara

2 Pengawasan llI Tegal/ Ladang
Hutan Negara

3 Pengawasan IV Pekarangan dan Bangunan
Hutan Negara

4 Pengawasan V Tanah Sawah
Tegal/ Ladang

5 Pengawasan VI Pekarangan dan Bangunan

Hutan Negara

94
18
il
11
13
11
17

7
95
12
19

7
19

3
10
17

7

83

9
10
14
20
ali §

7
12

Keterangan
(4)

Kecamatan Kalidawir
Kecamatan Tugu
Kecamatan Rejotangan
Kecamatan Trenggalek
Kecamatan Bandung
Kecamatan Boyolangu
Kecamatan Pakel
Kecamatan Kedungwaru
Kecamatan Gondang
Kecamatan Durenan

Sumber : Analisis Account Representative KPP Pratama Tulungagung
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E . Sistematika Pelaporan LAKIN

a.

C.

d.

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan laporan kinerja serta permasalahan utama
(strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini juga berisi hal-hal
umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung serta uraian tugas,
fungsi dan struktur organisasi beserta mandat atau tugas yang diberikan oleh
instansi vertikalnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Peran Strategis serta kekuatan
berbagai sumber daya yang mendukung tercapainya program kerja Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.
Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil.
2) Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah
dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada
bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan
asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya
dalam pencapaian IKU.
4) Kinerja Lain-Lain
Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan,
menjadi acuan benchmarking, atau Kketerlibatan organisasi dalam kegiatan
terkait isu tematik APBN (jika ada)
5) Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit
organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah
perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas
kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit
kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

LAPORAN KINERJA 2024
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Dalam
menetapkan rencana strategis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung
berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021-2024.

1.

2.

LAPORAN KINERJA 2024

VISI

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung adalah sebagaimana VISI yang telah ditetapkan Direktorat
Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk
Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi
Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka
mendukung Visi Kementerian Keuangan : “Menjadi Pengelola Keuangan
Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

MISI

Misi yang diemban oleh KPP Pratama Tulungagung adalah
sebagaimana misi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

a) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia;

b) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil; dan

c) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang
berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

NILAI

Nilai adalah landasan dalam bersikap dan bertindak aktual
dipraktekkan dalam organisasi, dipahami, diyakini dan diimplementasikan.
Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:

a) Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b) Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh
tanggung jawab dan komitmen tinggi.

c) Sinergi
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif
serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk
menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d) Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan
yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
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4.

5.

LAPORAN KINERJA 2024

e) Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan
memberikan yang terbaik.

TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan
arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai
dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk
memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mewujudkan
Visi dan Misinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung menetapkan
tujuan sebagai berikut:

a) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
b) Penerimaan Negara yang Optimal; dan
c) Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur
akan dicapai secara nyata. Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah
ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin
dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat
operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (SMART) : Specific
(Spesifik), Measureable (terukur), Achievable (dapat dicapai), relevant
(berkaitan), dan Time phase (berdasarkan jangka waktu). Untuk mengetahui
pencapaian sasaran, perlu diterapkan Key Performance Indicators (KPI) atau
Indikator Keberhasilan Utama. Indikator keberhasilan adalah ukuran
keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target.
Penentuan sasaran DJP berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut:

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal terdiri atas IKU:

1.1) Persentase realisasi penerimaan pajak

1.2) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi terdiri atas IKU:

2.1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)

2.2) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi terdiri atas IKU:
3.1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian

Kepatuhan Material (PKM)

Edukasi dan pelayanan yang efektif terdiri atas IKU:
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4.1) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi
dan penyuluhan
4.2) Indeks kepuasan pelayanan dan fektivitas penyuluhan

5 Persentase pengawasan pembayaran masa terdiri atas IKU:
5.1) Persentase pengawasan pembayaran masa

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif terdiri atas IKU:
6.1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan
6.2) Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6.3) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat
waktu

7 Penegakan hukum yang efektif terdiri atas IKU:
7.1) Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
7.2)  Tingkat efektivitas Penagihan
7.3) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

8 Data dan Informasi yang berkualitas terdiri atas IKU:
8.1) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data
potensi perpajakan
8.2) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri atas IKU:
9.1) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan
SDM
9.2) Indeks Penilaian Integritas Unit
9.3) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen
risiko

10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel terdiri atas IKU:
10.1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan Kkinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi,
yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor
Pelayanann Pajak Pratama Tulungagung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

18
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PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/WPJ.12/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TULUNGAGUNG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:
Menjadi Mitra Tepercaya Pemb Bangsa untuk Menghimpun Peners Negara melalui Penyelenggaraan
Adnnukul’a‘p:):kuymgmﬁehf Benintegritas, &nBﬂkez&ludﬂmnn*amﬂduhm;Vm
¢ gan: "M di Pengelola Kenangan Negara untuk Mewujudkan Perel yang
Pmdnh:f,l(nupebhf Inklusif dan Berkeadilan".
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sasaran

No. :
Program /Kegiatan
3 1east T iak ﬁ‘
Penerimaan negara dari 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100
ol i s el 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan Timaan pajak
, per pene P s6b
opean bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dar 100
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (FPM) ;
. | ¥epatuhan tahun
& berjalan yang tinggi 02b-CP  Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan | 100%
Orang Pribadi
. | Kepatuhan tahun 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dar 100%
2 sebelumnya yang tinggi | kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) =
04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 74%
: : 74%
. Edukasi dan pelay atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Youg Sextit 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas|
Penyuluhan N
Pengawasan
5 |pembayaran masa yang |05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90%
efektif
00a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 100%
atas data dan/atau keterangan *
. | Pengujian kepatuhan
G material yang efektif 00b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun begjalan | 100%
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 100%
Pajak KPP tepat waktu b
07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100%
. | Penegakan hukum Yang | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75%
" | efektif
07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukd 100%
Permulaan &

LAPORAN KINERJA 2024
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08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan 100%
o |Datadan informasi yang | Penyediaan Data Potensi Perpajakan z
berkualitas
05b-CP Persentase penghimpunan dataregionaldariILAP | 55%
09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 20
Kegiatan Kebntalan SDM
P asi
o |Femgelolaan Organisas I Mndeks Penilaian Integritas Unit 85
dan SDM yang adaptif
09¢-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja %0
dan manajemen risiko '
Pengelol ke
10 ik T VARG | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100
yang akuntabel
Programy Kegiatan Tahun 2024 Anggaran
A.Program Pengelolaan Pencrimaan Negara Rp 1,785,871,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara Rp 1014574000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp 380,550,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp 390,747.000
B.Program Dukungan Manajemen Rp  5.120,209,000
1 Pengelolaan Keuangan, EMN, dan Umum Rp  4.345.454.000
2 Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp 783,845,000
Total Rp 6,915,170,000
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RINCIAN TARGET KINERTA
EKEPALA KANTOR PELAYANAN PAJTAK PRATAMA TULUNGAGUNG

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJTAK JTAWA TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PATAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Target

|5'"1-1| Q3 s.d.Q3| Q4 | Y

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yvang optimal

0la-CF |Fersentase realisasi penerimaan pajak 20% | 47% | 47% | 75% | ¥5% | 100% | 100%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
01b-CF |pajak brato dan deviasi proyeksi| 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
perencanaan kas

(]

Kepahihan tahun berjalan yang tinggd

Fersentase realisasi penerimaan pajak dari 20% | 47% | 47% | 73% | 75 | 100% | 100%
0Z2a-CP |kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
{PPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
02b-CP |penyampaian SPT Tahunan FPh Wajib| 60% | 80% [ 80% | 90% | 00% | 100% | 100%
Pajak Badan dan Orang Pribadi

L8]

Eepatuhan tahun sebelummya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
03a-CP  |kegiatan Pengujian Kepatuhan Material| 25% | 30% [ 30% | 753% | 75% | 100% | 100%
{PEM)

£ Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilakn lapor dan
04a-CP |bayar atas kegiatan eduokasi dan| 10% | 40% | 40% | s0% | 00% | 74% | F4%
penviluhan

Indeks Kepuasan Pelayanan  dan
Efekiivitas Penyuluhan

10% % | 100%

o
2
E
L%
i
=]
o
o

04b-T4

o
i
n
a®

3 Pengawasan pembayaran masa yvang efektf

o o

05a-CFP |Persentase pengawasan pembayaranmasa| 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0%

LAPORAN KINERJA 2024
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5SS dan IKU

Target

I Q1 | Q2 lsm.ll Q3

s.d.Q3‘ Q4 I Y

[ Pengujian kepatuhan material yang efektf
06a-CP I SR pecant 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
oa penjelasan atas data dan/atau keterangan N ) ‘ h * b b
Oob-ny |[ Srsentase pemanfaatan data selain tahun| oo 050 [ 1002 | 100% | 100% | 100% | 100%
berjalan
Efektivitas Pengelolaan  Komite ;
0oc-N 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7 Penegakan hukum yang efektf
T t efektivit Tiksa d
Ora-cp |[gkat efekfivitas  pemeriksaan dan|,oge | 100% [100% | 100% | 100% | 200% | 100%
penilaian
07b-CP |Tingkat efekfivitas penagihan 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 5%
- Persentase penyampaian usul| __ N . ==
07¢-N 3 25% 0% 0% | 75% | 75% | 100% | 100%
¢ Pemeriksaan Bukt Permulaan = 7 i 7
8 Data dan informasi yang berkualitas
Persentase penyelesaian Laporan
08a-CP |Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi| 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100%
Perpajakan
Persentase penghimpunan data regional
osb-cP | - B T 10% | 25% | 25% | s0% | 40% | 55% [ s5%
dan ILAP
9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
00N Tingkat Kualitas Kompetensi dan 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100
% |Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
09b-N  |Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 &
Indeks  efektivitas implementasi =
09%c-N : = v 23 47 47 70 70 %0 0
manajemen kinerja dan manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-cp [ndeks kinema kualitas pelaksanaan| o5 | yop | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100
anggaran
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INISIATIF STRATEGIS

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024
No XU P Output/ - Trajectory Periode Penanggung Biaya
Outcome Kegiatan Output P A—— Jawab ®p)
1. | 04a-CP Perzentaze | Terlakzananya DSPT yang telah QL-Q4: Kegiatan edukazi Januari z.d Seksi Rp91.150.000.-
perubahan kegiatan dilakukan edukazi Monitoring dan perpajab 12k T ber 2024 Pelayanan
penilaku lapor pelakzanaan perpajakan nu{akulun evaluaz: pelakzanaan dengan perubahan
dan bayar atas edukazi perpajakan Fm'b:hm pe@ku edukas: perpajakan ataz perilaku lapor dan
kegiatan edukazi | terhadap Daftar ;l;:: :m‘:}ﬂﬁ Daftar Sasaran bayar
dan penyuluhan | Sasaran peningkatan Penyuluhan Terpilih
Penyuluhan Terpilih | kepatuhan perpajakan | (DSPT)
(DSPT)
2. | 04b-N Indeks 1. Peningkatan 1. Kemudzhandan Q1-Q4: Tercapainya produksi Januari z.d Sekzi Rp93.35.000,-
afektivitaz frekuens: kepuazan layanan | Edukaszi perpajakan konten edulkasi digital Dezember 2024 Pelayanan
penyuluhan dan publkikazi konten 3 ierza;'abn melalui layanan kelaz yang berkualitaz dan
pelayanan edukazi T ST pajak dan publikazi kelas pajak yang
akan kesadaran Wb+ | konten cdukasi pajak di | cfektif
Perpa) Pajak terhadap hak P3j
kepada dan kewajiban zozial media KPP
masyarakat; perpajakannya dan peran zerta aktif
2. Pemberian kelaz pegawai
pajak untuk
edukazi kepada
Wijib Pajak
Outpul Trajecto Periode Penanggung Biaya
- ot S E I om“i Kegiatan e Output R —— Jawab (x:)
3. | 06a-CP Perzentaze | 1. Percepatan SP2DK Outstanding Q1-Q4: Tercapainya Januarn z.d Seksi Rp125.050.000.-
penyel penyel yangz minimal 1. Distribuszi SP2DK optimalizasi Dezember 2024 Pengawazan I
permintaan SP2DK Outztanding mendekat | pengawazan 2dVI
perjelazan atas Outstandin kadaluwarza kepatuhan
data dan/atau mendekat 2. Monitoring Tindak perpajakan Wajib
keterangan daluwarza Lanjut atas SP2DK Pajak
2 Harmonisazi Qutstanding
penyuszunan DPP
tinglat AR
% | 06b- Perzentaze |1. Optimalizaz Temuan BPX yans QUQE: prerE—— Januan zd Sekn Rps3.750.000 -
P faatan data P : inimal Monitoring dan evaluazi | kesiatan pemanfaat Dezember 2024 | Pengawasanl
zelain tahun data dalam pemanfaatan data selain | data perpajakan zecara =.d VI, Seksi
begjalan kesiatan tahun berjalan, data STP, | optimal dan &ndak Penjaminan
pengawazan dan data matching, dalam Lanjut temuan BPK Kualitaz Data
kepatuhan rangka kegiatan
material pengawazan dan tindak
Wajib Pajak lanjut temuan BPK
2 Tindaklanjut
temuan BPK ataz
data STP
5. | 072-CP Tinghat | P Tercapainya QUQ: Penerbitan SKP terbit Januar z.d Sekzi Rp25.753.000,-
efektivitas - Pajak | penerimazn pajak dari | Monitoring dan evaluasi | ypun besialan, deviazi | Desember2024 | Pemeriksaan
pemerikzaan darn kegiatan kegiatan p 1 pelal )’ potenzi dan SKP Penilaian, dan
pemerikzaan pemerikzaan afz: zeluruh rendah, deviazi SKP Penagihan:
::’:Z:“:‘;mhl yang dizetujui rendah, Fx:::::x:_:l
Laporan Haszil g
Pajak
Pemerikzaan (LHF)
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Outpni Trajecto Penanggung
He o it B xateyn Onﬁ:m:/e Kegiatan = Output Jawab
6. | 07b-CP Tingkat P, Tercapainya QL-Q4: Usulan DSPC zebagai Januarn z.d Seksi
efektivitaz penerimaanpajsk [P anpajak dan | Monitoring dan evaluazi |3 oy Dezember 2024 | Pemeni
penagihan dari } kegiatan penagih pelakzanaan ) penagihan, tindakan Penilaian, dan
penagihan penagihan atas seluruh | penagihan dan tindak Penagihan
komponen variabel lanjut DSPC
penagihan
7. | 092N Perzent Penyel Sumber Daya Manuza | QLQ% R leaining Jarwaari z.d Subbagian Rp56.200.000-
Pegawa: yang manajemen SDM yang kempeten Membuat rencana pegawai, kelas Dezember 2024 Umum dan
Memenuh: untuk terwujudnya pengembangan bimbingan uji Kepatuhan
Standar aparatur pajak yang kompetenszi pegawai, kompetensi Internal
Komp berintegritas dan mengimbau pegawai
profesional untuk mengikuti
kegiatan e-learmung
melalui kanal yang telah
dizediakan
§. | 10a-CP Indeks Penungkatan hazil Hazil penilaian Memnunghkatkan kezadaran Intesritaz pegawai Januar z.d Sekzi Rp54.000.000,-
Penilaian capaian Indeks integritaz urdt oleh pegawai melalui kegiatan terjasa Dezember 2024 | Pelayanan, Seksi
Integritas Unit Penilaian Integritaz | Wajib Pajak yans doa pagi dan zore Pemerikzaan,
Unit tngsi berzama, pemutaran Penilaian, dan
public campaizgn Direktur Penagihan,
Jenderal Pajak zerta Seksi
pemantauan oleh Pengawazan I
Kepatuhan Internal untuk =d VI
dapat zelalu menjaga
mtegritaz dimana
pun pegawai berada

112-CP Indeks
kinerja kualitas
pelaksanaan

anggaran

litaz

Optimalizazi k

pelaksanazn

Melakukan tata kelola

)’ \san dengan

baik dan dapat
dipertanggungjawabk
an

Melakukan evaluasi
pelakzanakaan

anggaran oleh Him
keuangan

Target Realizaz:
kualitas pelakzanaan

angsaran tercapa:

Januar z.d
Desember 2024

Rp27.000.000,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksananaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung telah menandatangani
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Nomor : PK-9/WP].12/2024 yang berisi 10 (sepuluh)
Sasaran Strategis yang didalamnya terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian
Kinerja tersebut merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah DJP
Jawa Timur III dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung tentang
target kinerja dalam periode 1 (satu) tahun, termasuk di dalam Perjanjian Kinerja adalah
Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja (trajectory IKU), dan Inisiatif
Strategis Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.

Penyusunan LAKIN 2024 menggunakan formulir pengukuran kinerja organisasi
yang memuat perbandingan antara target dan realisasi IKU yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja tersebut. Capaian kinerja organisasi beserta analisis untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tulungagung disajikan pada Nilai Kinerja Organisasi dibawabh ini:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran
kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran kinerja dimaksud
merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis
sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategi yang menjadi Perjanjian Kinerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung Tahun 2024 dapat tercapai.

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1a-CP Persentase realisasi penerimaan
0, 0,
pajak 100% 100,06% 100,06%

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi 100% 101,88%

_ 101,88%
proyeksi perencanaan kas
Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
26
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Target

20%

47%

47%

75%

75%

100%

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
TIR Q1 Q2 s1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y

100%

Realisasi

20.49%

45.04%

45.04%

68.74%

68.74%

100.06%

100.06%

Capaian

102.45%

95.83%

95.83%

91.65%

91.65%

100.06%

100.06%

¢ Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

e Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran
Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat
Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (D]JP) merupakan
target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil
DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di
KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru.

e Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak x100%

Target penerimaan pajak

¢ Realisasi IKU
Realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 adalah sebesar 100,06% dari target
100%. Secara nominal, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebanyak
Rp 728.756.065.448,- dari target penerimaan pajak Rp 728.287.103.000,-

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

277
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Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase realisasi

i . 87.53% 119.36% 123.49% 106.01% 100.06%
penerimaan pajak

c) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan

Realisasi IKU Tahun Y
Dokumen Perencanaan Kinerja
T t
arge Target
Tahun Target
Nama IKU Tahun ..
2024 Tahun 2024 pada Realisasi
Renstra | 2024 RPJMN PIE
DJP
Persentase
realisasi 100% - 100% 100,06%
penerimaan pajak

d) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Stand
Target Tahun ar.1 ar Realisasi Tahun
Nama IKU 2024 Nasional 2024
(APBN)
Perserlltase ll‘ealisasi 100% 100% 100,06%
penerimaan pajak

e) Dalam rangka memastikan pencapaian target realisasi penerimaan, KPP Pratama
Tulungagung telah melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Menindaklanjuti semua data yang diturunkan Kanwil dan Kantor Pusat
maupun data internal dengan menyusun Laporan Analisis Hasil Risiko (LHAR);

e Melakukan pembahasan bersama antara Account Representative dan
Supervisor;

e Melakukan Forum Group Discussion (FGD) sebagai salah satu bentuk
Cooperative Compliance untuk mendorong percepatan pembayaran pajak oleh
Wajib Pajak;

e Berkoordinasi dengan pihak eksternal;

e Melakukan manajemen restitusi.

e Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas
a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
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T/IR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 100 103.64 103.64 104.66 104.66 101.88 101.88
Capaian 100.00% 103.64% 103.64% 104.66% 104.66% 101.88% 101.88%

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;

serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Persentase

proyeksi

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen
sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen
sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat
diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak
bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi
dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan
100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi
dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan
100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata
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uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di
KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja

Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan

penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP /KPP baru atau pembentukan suatu
unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan (2) relokasi Wajib Pajak ke unit
kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak
dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan,
Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran
suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit
kerja Kanwil DJP /KPP baru, adalah sebagai berikut:
a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama
merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama
pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di
tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama
dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai
dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru
merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit
kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak
periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar
pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan
akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Deviasi akurasi

perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi

dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk
penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan
penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu)

kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam

pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat

ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan

IKU.

Penerimaan Kas
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1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows)
yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows)
yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi
antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu
waktu tertentu < 8%.
Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi
penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-
masing.

e Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit
kerja x 40%)

Komponen pertumbuhan nasional=
(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak
Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan)

0,
(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak x100%
Bruto Nasional Tahun Berjalan)
Komponen pertumbuhan unit kerja=
1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak < 100%
Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan 0

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) +
Triwulan Deviasi bulan (m3)

= 3

Deviasi s.d. Y Deviasi triwulan n (tn)
Triwulan n (tn) n

(Proyeksi penerimaan kas -
Realisasi penerimaan kas)
Proyeksi penerimaan kas

Deviasi
Bulan =

100%
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Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas
L . Realisasi Persentase deviasi
Range deviasi penerimaan )
akurasi perencanaan
kas )
penerimaan kas

Deviasi < 1,00% 120
1,00% < Deviasi < 4,00% 110
4,00% < Deviasi < 8,00% 100
8,00% < Deviasi < 12,00% 90
12,00% < Deviasi < 16,00% 80
Deviasi > 16,00% 70

¢ Realisasi IKU
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas Tahun 2024 adalah sebesar 101,88% dari target sebesar
100%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya

Nama IKU

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Indeks realisasi pertumbuhan

penerimaan pajak bruto dan
100.00 101.07 93.00 109.98 101.88

deviasi proyeksi

perencanaan kas

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah

melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Menyusun prognosa penerimaan secara presisi;

e Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya;

e Melakukan pengawasan secara intensif terhadap komitmen Wajib Pajak
dalam melakukan pembayaran;

e Melakukan manajemen restitusi;

¢ Melakukan pengawasan PPM dan PKM.

d) Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Pajak Negara yang Optimal adalah
100,82% sehingga mendapat predikat aman.

e) Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Pajak Negara yang Optimal dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;

e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

f) KPP Pratama Tulungagung telah melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Pajak Negara yang Optimal,
antara lain:

e Pemanggilan/kunjungan ke Wajib Pajak untuk dilakukan konseling dan
edukasi,

e Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan
akhir tahun sesuai dengan komitmen.

g) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
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e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk

proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

h) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

i) Rencana aksi ke depan yaitu:
1) Meningkatkan jumlah penelitian komprehensif;
2) Membuat prognosa penerimaan dan rencana penerimaan secara presisis dan

akurat;

3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja secara berkala.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2a-CP Persentase realisasi penerimaan

pajak dari kegiatan Pengawasan 100% 100,05% 100,05%
Pembayaran Masa (PPM)

2b-CP Persentase capaian tingkat
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% 100,43% 100,43%
PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
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TR Q1 Q2 S1 Q3
20% 47% 47% 75%

s.d.Q3 Q4 Y

Target 75% 100% 100%

Realisasi 20.30% 48.87% 48.87% 73.96% 73.96% 100.05% 100.05%

Capaian 101.50% 103.98% 103.98% 98.61% 98.61% 100.05% 100.05%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat
DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang
ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka
Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari
Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota
dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Realisasi IKU

Jumlah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM) tahun 2024 adalah Rp654.816.813.750 (100,05%) dari target

Rp654.540.536.000(100%).

x100%

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Persentase realisasi
penerimaan pajak dari
. - 120.00% 120.00% 106.03% 100.04%
kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah

melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

1. Menyusun tindakan pengamanan penerimaan, melakukan penggalian
potensi perpajakan terutama dari sektor-sektor dominan

2. Menyelenggarakan In House Training untuk Kepala Seksi

d) Rencana aksi ke depan yaitu:
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e Koordinasi antara Seksi Pengawasan, Fungsional Penyuluh, dan Pemeriksaan
untuk melakukan pengawasan pencairan atas kelebihan bayar.
e Melakukan monitoring terhadap pembayaran PPM Wajib Pajak.

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
TIR Q1 Q2 s1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y

Target

60%

80%

80%

90%

90%

100%

100%

Realisasi

79.05%

87.54%

87.39%

94.47%

94.47%

100.43%

100.43%

Capaian

131.75%

109.43%

109.24%

104.97%

104.97%

100.43%

100.43%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal.

e Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP
Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP
Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan
memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau
bagian tahun pajak, yang meliputi:

a.SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib
SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan
dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan
PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun
2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint
operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative
Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP
Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria
sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan
Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal
3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
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Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah
sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak
Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib
Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit
Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan
SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain
Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e Formula

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023
yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT)
+

(jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain | x 100%
yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT)

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh
tahun pajak 2023

e Realisasi
Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah 100,43% dari target 100%. Secara
nominal untuk tahun pajak 2024 adalah 79.497 SPT ( 62.880 SPT tepat waktu)
diterima dari target 90.326 SPT.
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

N IK
ama IkU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase capaian tingkat
kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi

100.00% 101.06% 100.71% 83.93% 100.43%

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah

melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak melalui kelas pajak dan tax goes to
school,;

e Melakukan penerbitan Imbauan/Teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap
Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

e Melakukan jemput bola dengan mendatangi kantor kecamatan tiap kecamatan
untuk membuka pojok pajak pelaporan SPT Tahunan.
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e Mengadakan Pojok Pajak di kecamatan-kecamatan yang banyak wajib
pajaknya
e Melakukan pemutakhiran data WP
e Mengirimkan WA Blast di awal tahun untuk mengingatkan kewajiban
pelaporan SPT Tahunan.
e Mengirimkan email blast himbauan penyampaian SPT
d) Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi mencapai
100,21% sehingga mendapat predikat aman.
e) Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:
e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;
e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.
f) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

g) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

h) Kendala yang dihadapi yaitu :

e Tidak semua nomor handphone yang terdaftar berstatus aktif WA;

¢ Informasi mengenai jadwal Pojok Pajak kurang tersampaikan dengan baik
ke Wajib Pajak;

e Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan;

e Masih banyak Wajib Pajak yang kesulitan untuk melaporkan SPT tahunan
melalui efiling atau eform sehingga dalam melaporkan SPT, WP tetap
datang ke KPP untuk dibantu pelaporan SPTnya dan Beberapa wilayah
cukup jauh dari KPP dan KP2KP sehingga di wilayah tersebut banyak WP
tidak bisa dengan mudah datang ke KPP untuk dibantu pelaporan SPT
Tahunannya. alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain dan
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menyelenggarakan kegiatan Pojok Pajak pelaporan SPT tahunan di setiap
kantor kecamatan untuk menjangkau WP yang wilayahnya jauh dari KPP
dan KP2KP;

e Pelaksanaan email blast himbauan penyampaian SPT sering terhambat
karena alamat email yang yang terdaftar dalam Masterfile Wajib Pajak
tidak valid. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain menggunakan
SMS/Whatsapp blast himbauan penyampaian SPT

e Terdapat kendala dalam pengawasan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
karena data SPT Tahunan tidak terintegrasi dengan daftar nominatif STP
Approweb.

i) Rencana aksi ke depan yaitu:

e Optimalisasi penyuluhan pajak atas pemanfaatan layanan digital pajak;

e Optimalisasi pemanfaatan data Wajib Pajak yang mengindikasikan
ketidakpatuhan pelaporan SPT dan pembayaran masa Wajib Pajak;

e Berkoordinasi dengan Kecamatan, Desa dan pihak terkait lainnya dalam
hal penyampaian informasi jadwal Pojok Pajak;

e Pelaksanan SMS/Whatsapp blast himbauan penyampaian SPT lebih awal;

e Menindaklanjuti data Daftar Nominatif STP dan melakukan pengawasan
pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan;

e Melakukan visit kepada Wajib Pajak potensial yang belum merespon Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);

¢ Tindak lanjut pengawasan pembayaran pajak dengan himbauan secara
rutin dan ditindaklanjuti dengan himbauan dan/atau penerbitan Surat
Tagihan Pajak

3. Sasaran Strategis 3
Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Realisasi

100,17%

Indikator Kinerja Target

100%

Capaian

3a-CP Persentase realisasi penerimaan 100,17%
pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)

Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM)

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
TR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y

Target

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

Realisasi

22.05%

25.43%

25.43%

41.97%

41.97%

100.17%

100.17%

Capaian

88.20%

50.86%

50.86%

55.96%

55.96%

100.17%

100.17%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal.
e Definisi IKU
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b)

d)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor
Pusat D]JP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang
ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka
Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari
Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

e Formula
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

x100%

e Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM) tahun 2024 adalah sebesar Rp73.939.251.698 atau 100,17% dari target
Rp73.754.194.000 atau 100%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU

Persentase realisasi
penerimaan pajak dari

. .. - 103.89% 101.00% 107.80% 100.17%
kegiatan Pengujian

Kepatuhan Material (PKM)

Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah

melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data atas data dan atau Keterangan

(SP2DK);

e Usulan Pemeriksaan khusus;

e Pengawasan terhadap data penguji dan pemicu ataupun data lain dalam
aplikasi approweb

Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi adalah

100,17% dan termasuk kategori aman.

Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumya yang Tinggi dilakukan

dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;

e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
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e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

g) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

h) Kendala yang dihadapi yaitu :

e Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban
pembayaran pajak dan dalam menindaklanjuti SP2DK yang dikirim oleh
KPP;

e Perubahan alamat dan alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap
menyebabkan himbauan SPT kepada Wajib Pajak kembali pos atau tidak
diterima oleh Wajib Pajak;

e Belum tertibnya pembukuan dan pencatatan serta pelaporan wajib pajak
berkaitandengan data perpajakan, misal data pembelian, penjualan, gaji
dan biaya-biaya lainnya.

i) Rencana aksi ke depan yaitu :

e Optimalisasi kegiatan pengawasan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan
yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak di tahun-tahun sebelumnya;

e Optimalisasi pemanfaatan data yang ada baik dari sumber eksternal
maupun dari sumber internal D]P;

e Menindaklanjuti SP2DK Outstanding dengan Tindakan pengawasan atau
dengan usulan pemeriksaan khusus.

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 114,53%

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
4a-CP Persentase perubahan perilaku
lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 74% 88,80% 120%
penyuluhan
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4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan

efektivitas penyuluhan 100

109,05% 109,05%

Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan
Penyuluhan

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y

Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74%
Realisasi 24.43% 80.42% 52.77% 88.54% 88.54%| 88.80% 88.80%
Capaian 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%

¢ Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah
perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu,
dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

¢ Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi
perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah
maupun non pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta
meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan
intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi
serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong
untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah
kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif
dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi
sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau
tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai
kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah
maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal
periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP
dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan
Edukasi Perpajakan tahun 2024.
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Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan
rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat
melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema,
sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif
dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan
dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan
edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data
tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah
sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi
edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak

jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Formula

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor)
+ (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Realisasi

Realisasi presentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target 74%.
Kegiatan edukasi dan penyuluhan meliputi kegiatan yang diselenggarakan
oleh petugas yang ada di KPP dan KP2KP Trenggalek.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU

Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase perubahan
ilaku | danb t

periiaxufapordan bayaratas| 150.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00%
kegiatan edukasi dan
penyuluhan

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah
melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 2024

Melakukan pemutakhiran profil Wajib Pajak seperti alamat korespondensi,
nomor telepon dan alamat email sehingga memudahkan untuk menghubungi
Wajib Pajak;

Menyusun prioritas edukasi dan penyuluhan berdasarkan segmentasi Wajib
Pajak;

Menyusun perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan;

Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai jadwal dan sasaran
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d) Capaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:
e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

e) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

¢ Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

f) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

¢ Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

g) Kendala yang dihadapi yaitu :

e Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dan penyuluhan
perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dan
penyuluhan kepada Wajib Pajak;

e Atasdaftar DSPT yang diturunkan dari Kantor Pusat, potensi yang disajikan
dalam bentuk data mentah, sehingga masih harus dilakukan penelitian dan
konfirmasi kepada Wajib Pajak atas data tersebut;

Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

e Meningkatkan akurasi data, sehingga potensi rupiah yang muncul dari data

kantor Pusat dapat ditelusuri dan dikonfirmasi kepada Wajib Pajak.
h) Rencana aksi ke depan yaitu:

e One to One komitmen WP DSPT kolaboratif dan mandiri;

e One to One Wajib Pajak dengan tunggakan inkrah yang belum bayar
dengan bekerjasama dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

e One to Many kepada Wajib Pajak terkait SPT Tahunan agar dilaporkan
tepat waktu;

e Menindaklanjuti DSPT rekomendasi yang terdapat data dan tidak beririsan
dengan daftar prioritas lainnya;
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IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

e Menindaklanjuti DSPT yang telah ditetapkan menjadi DSPT Kolaboratif.

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 5% 10% 10% 15% 15% 100% 100%
Realisasi 6.28% 12.00% 12.00% 18.00% 18.00% 109.05% 109.05%
Capaian 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 109.05% 109.05%

¢ Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah
perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu,
dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

e Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif
pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan
stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor
Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas
pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi
perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh
Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP
melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja
sama dengan pihak surveior mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan
Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan
sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil
survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

e Formula
Indeks Hasil Survei
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e Realisasi
Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024
adalah sebesar 109,05% dari target 100%. Indeks tersebut dihasilkan dari
kegaiatan survei kepada Wajib Pajak untuk mengukur tingkat kepuasan
pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya

Nama IKU

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Indeks kepuasan pelayanan
dan efektivitas penyuluhan

- 105.54% 117.95% 101.72% 109.05%

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah
melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:
e Melakukan semua kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai dengan rencana
kerja yang telah ditetapkan.
e Memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak melalui Helpdesk ataupun
layanan WhatsApp konsultasi dan media social yang diselesaikan hari itu juga.
e Berkolaborasi dengan Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa, dan KP2KP
Trenggalek dalam melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk
merubah perilaku Wajib Pajak.
d) Capaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif adalah 114,53%
dan mendapat predikat aman.
e) Capaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:
e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;
e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.
f) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

g) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
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e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

h) Kendala yang dihadapi yaitu :

e Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dan penyuluhan
perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dan
penyuluhan kepada Wajib Pajak;

e Data Wajib Pajak tidak valid sehingga pada saat dilakukan survei secara
online terdapat Wajib Pajak yang tidak memberikan respon;

e Pada beberapa kesempatan, yang datang ke TPT bukan pegawai dari
perusahaan Wajib Pajak, sehingga untuk konfirmasi harus melakukan visit.

Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

e Melakukan perbaikan sarana dan prasarana, terutama perangkat
computer dan jaringan demi menunjang pelayanan kepada Wajib Pajak;

¢ Memastikan kebenaran data identitas Wajib Pajak sebelum diajukan pada
longlist responden yang akan disurvei secara online;

e Memberikan survei hanya kepada pegawai yang berasal dari perusahaan
Wajib Pajak.

i) Rencana aksi ke depan yaitu:

e Melakukan bimbingan penyuluhan kepada beberapa satker yang belum
memenuhi target.

¢ Melakukan bimbingan untuk meminimalisir pengaduan pelayanan di KPP
dan kecepatan dalam memproses pengaduan yang masuk.

e Perlu diadakan workshop/pelatihan untuk petugas frontliner atau petugas
yang berhadapan langsung dengan WP.

e Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak baru, satker untuk kewajiban
perpajakannya

e Berkolaborasi dengan Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa, dan
KP2KP Trenggalek dalam melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan
untuk merubah perilaku Wajib Pajak.

¢ Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam tahun berjalan

¢ Untuk menunjang kelancaran pekerjaan pada tahun 2024 dilakukan
pengawasan pekerjaan, khususnya bagi pekerjaan beresiko tinggi

e Mendorong Wajib Pajak untuk mengisi survei dengan menggunakan QR
Code yang disediakan di loket TPT dan Helpdesk dan juga mewajibkan
Wajib Pajak untuk mengisi nomor HP dan email di setiap kegiatan edukasi
untuk memudahkan penyiapan responden survei.

5. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif 120,00%

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

5a-CP Persentase pengawasan 90% 119,04% 120,00%
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pembayaran masa

Target

Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024
IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

Realisasi

95.84%

115.91%

115.91%

111.80%

111.80%

119.04%

119.04%

Capaian

106.49%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas
kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan
sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat
tercapai optimal.
¢ Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan
terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan
yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo
penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi
menjadi:
a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah
penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak

Strategis.
1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
(Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP
yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran
masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas
pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang
telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan
pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari
kantor pusat.
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan
pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT
Tahunan dan SPT Masa;atas masa pajak November sebelum
tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun
berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun
berjalan untuk STP Tahunan;
atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya
dan/atau atas  keterlambatan pembayaran yang tidak
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disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak
diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota
Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang
diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir
pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan [: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut
Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang
ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan
tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf ¢ yang memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah
Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan
jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak
dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan
angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi
perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara
lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat
lainnya;
e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar
Nominatif sebagai data lainnya;
f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan
Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh
KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang
Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib
Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat
Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan;
dan
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah
penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat
Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku

pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
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40% untuk Kuantitas Penelitian;
60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas
Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan
bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan
dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang
Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data
pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum
bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan [V, jumlah Penelitian Data Perpajakan
yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai
dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang
disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari
sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan
oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka
LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan
(LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian
dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu
yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j- Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih
lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat D]P;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan,
berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana
berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

4.0% untuk Kualitas Penelitian;
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3. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen
tersebut (penyebut # 0), maka penghitungan realisasi Persentase
Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot

sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya
Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal
25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun
Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu
komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi
Persentase = Pengawasan Pembayaran Masa WP  Strategis
menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang
memiliki target angka mutlak.
Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka
mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk
komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota
Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam
bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi
tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak
Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil
Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas
Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1.Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah
persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan.
Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama
terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang
tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi
penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri
dari kantor pusat;
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN,
dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak
Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan
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untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang
telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak
disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya

penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I,
II, Il dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi
sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan [: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang
ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c¢ yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada hurufb.

e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar
Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah
ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian
Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib
Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah
Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE
Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib
Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak
baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi
LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah
NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil
tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi
target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan
pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase
penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota
Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan
atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
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b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan
dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian
(LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan I, I, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu
yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada

tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan [: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan I1I: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang
seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan
September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu
yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak
Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan
oleh Account Representative;
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah
data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian
(LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK)
tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun
berjalan  yang  diterbitkan atas SP2DK dari hasil  penelitian.
i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang
diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j- Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut
melalui Nota Dinas Kantor Pusat D]P.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku
pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
- 60% untuk Kuantitas Penelitian;

- 40% untuk Kualitas Penelitian.

e Formula
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(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
¥

(S0% x Persentase pengawasat pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya
(Berbasis Kewilayahan))

Persentase
pengawasat =
pembayaran masa

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut 40%
umlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti & *
Persentase
pengawasan 5 ((Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 x 30%):} +
pembayaran masa
Wajib Pajak Strategis ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%))

Pérsuntass (J Jumlah Daftall" No.minatifSTP yang Ditind.al.cllanjuti B 30%) i
pengawasan umlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

%?;Eag:;;? m.asa}ya = (({Capaian Kuantitas Penambahan WP x 75%) + (Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%) ) x 40%) +
(Berbasis ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%))
Kewilayahan)

e Realisasi
Realisasi Presentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah
119,04% dari target 90% sehingga capaian IKU dan Sasaran Strategisnya ialah
120% dan berstatus aman.
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

N IK
ama [KU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase pengawasan

pembayaran masa - 111.11% 116.50% 120% 120%

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah
melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:
¢ Dilakukan kunjungan / visit untuk memastikan alamat dan kegiatan usaha
Wajib Pajak
e Aktivitas tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi
d) Capaian Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif adalah
120% dan mendapat predikat aman.
e) Capaian Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:
e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;
e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.
f) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;
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e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

g) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

h) Kendala yang dihadapi yaitu : Wajib Pajak tidak merespon SP2DKE sebagai
tindak lanjut DSE
i) Rencana aksi ke depan yaitu:

e Optimalisasi kegiatan pengawasan atas penerbitan
Imbauan/Teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum
menyampaikan SPT Tahunan.

e Pembuatan Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau
terlambat melakukan penyetoran pajaknya

e Pengawasan kewajiban perpajakan penyetoran dan pelaporan masa atas
Wajib Pajak baik melalui Himbauan maupun SP2DK

e Optimalisasi pemanfaatan data Wajib Pajak yang terdapat transaksi yang
belum dilaporkan ke dalam SPT Tahunan;

e Meningkatkan jumlah visit untuk menambah jumlah WP.

6. Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif
Pengujian kepatuhan material yang efektif 118,36%

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

6a-CP Persentase penyelesaian

permintaan penjelasan atas data 100% 119,65% 119,65%

dan/atau keterangan

6b-N Persentase pemanfaatan data

: : 100% 118,44% 118,44%
selain tahun berjalan
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6¢-N Efektivitas Pengelolaan Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat

waktu

100%

117,02%

117,02%

Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau
Keterangan

a) Perbandinian antara tarﬁet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 98.12% 100.59% 100.59% 108.87% 108.87% 119.65% 119.65%
Capaian 98.12% 100.59% 100.59% 108.87% 108.87% 119.65% 119.65%

e Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.

e Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu
kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan
pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis
(bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
(Kewilayahan) (Bobot 50%).
I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak
Strategis
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis
merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak
dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan
permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan
penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas
Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau

keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua
komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)
B. Komponen Tindak Lanjut (60%)
A. Komponen Penelitian
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Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan
Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt
tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/P]/2023 dengan jumlah target
angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target
angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot
capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan
jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau
Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak
Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas
SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh
jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/P]J/2022 berdasarkan Daftar
Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari
tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt
tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/P].2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan
pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai
dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah
target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Dalam Pengawasan;

2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPttindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/P].2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:
1. Usulan pemeriksaan;

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak
Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan
Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai
dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini
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dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/P]J/2022 diterbitkan dalam
rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia
dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP,
dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka
menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan
pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang
Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian
(LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-
09/P]/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari yang ditindaklanjuti
tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada
Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan
capaian dua komponen:
A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan
Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai
dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/P]/2022 diterbitkan dalam
rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia
dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP,
dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka
menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan
pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang
Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian
(LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-
09/P]/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari yang ditindaklanjuti
tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada
Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan
capaian dua komponen:
A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian
Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan
Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP
maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:
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1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK,

dengan ketentuan:
a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal
penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal
penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-
9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa
penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi
ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan
bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu
dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022
dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih
lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah
Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding
berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen
Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan
Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain,

dengan ketentuan:
1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK
adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan
pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam
Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih
besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang
ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2
yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup
pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah
disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan

persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP

diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt)

data konkret SE-9/P]J/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari yang
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ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data
konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP
maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih
lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.
e Formula

(502 » Persentaze penvelesaian permintaan penjelasan atas data dantatau keterangan 'Wajib Pajak Strategis]

+

(307 # Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data danfatau keterangan 'Waijib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan
penjelasan atas data danlatau
keterangan

Persentase peryelesaian pemintaan (403  Capaian Penelitian) + (603 « Capaian Tindsk Lanjut]
penjelazan atas data danlatau =

keterangan ‘wajb Pajak Swrategis

Maksimal 1205

Jumlah Babot LHPt W ajib Pajak Strategis sesuai PP 2024
#1005

Capaian Penslitian (Maks 120+2) Target Angka Mutlak LHPY Wajib Pajak Strategis

Maksimal 12022

Jumlah Bobor Realisasi LHPEDK ‘W ajib Pajak Srateqgis
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120:2) #1003
Target Angka Mutlak LHPZOK \» ajib Pajak Strategis

faksimal 1200

Persentase penyelesaian permintaan

penjelasan atas data dantatau & (402 »: Capaian Kuantitas] + (602 « Capaian Kualitas)
keterangan WP Lainnwa [Berbasiz

Kewilanahan]

MMaksimal 12057

Capaian Kuantitas (Maks 120041 [50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capsian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
N ) Fealizzi LHEZ0F WE Lainrys (Betbasis Kewlapahar) seoara kualtas -
Capaian Kusiitas Tarmat | HEZT WBT sinmna Rarhasic Kamilanshant canars Kisitas H 100

e Realisasi
Pada tahun 2024, realisasi presentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan/atau keterangan (P4DK) yang dapat diakui adalah sebesar
119,65% dari target 100%.
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama [KU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan atas 91.99% 118.34% 120% 120% 119.65%

data dan/atau keterangan

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

a) Perbandinﬁan antara tarﬁet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 116.26% 112.68% 112.68% 116.19% 116.19% 118.44% 118.44%
Capaian 116.26% 112.68% 112.68% 116.19% 116.19% 118.44% 118.44%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
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mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
e Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2
(dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun
definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan

antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
yaitu:

» jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran
PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan
SPT Masa;

» atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP
Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

» atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya
bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian
SPT;

» nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota
Dinas Kantor Pusat DJP.

» Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh
kantor pusat melalui aplikasi Approweb

» Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
pada Triwulan [, II, Il dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP
yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum
bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah
tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor
pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 6)

c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat
diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
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e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP
dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100%
hanya dari Data Matching.

f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi
Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui
Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2) Pemanfaatan Data Matching

a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain
tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

» memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020
hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga
2022 (Tahunan);

» memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

» memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang
tersedia di approweb pada tahun 2024;

» tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan
DSPPH tahun 2024;

» tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus,
Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun
2024.

b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain
tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas
WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan terdiri dari:

» tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;

» tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran
dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum
ditindaklanjuti oleh AR;

» jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional
Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data
pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email
data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP
sedang diperiksa);

» jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR
sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke
kanwil ~dan  meneruskan  salinannya ke  email
data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP
sedang dibukper).

c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan
disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan
cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
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e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka
capaian komponen Data Matching dihitung N/A
Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

e Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2

Pemanfaatan Data STP :

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

x 100%

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti
Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

x 100%

e Realisasi
Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 adalah 118,44%

dari target 100% .
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

P t faat

ersentase pemantaatan 113.49% 120% 109.59% | 117.90% | 118.44%

data selain tahun berjalan

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 106.00% 113.00% 107.00% 104.19% 104.19% 117.02% 117.02%
Capaian 106.00% 113.00% 107.00% 104.19% 104.19% 117.02% 117.02%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
e Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam
rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan
Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah
dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30%

62

LAPORAN KINERJA 2024
]



LAPORAN KINERJA 2024

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan.

Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak
KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
(KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan
Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya
disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP

dengan rincian:

1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan
pada bulan Januari tahun berjalan;

2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada
bulan April tahun berjalan;

3) laporan pelaksanaan tugas triwulan IIIl memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada
bulan Juli tahun berjalan; dan

4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada
bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur
ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan
tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan
tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk
mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan
penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas
Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM
rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.
Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.
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Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap
target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah
daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun
berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/P]J/2018 tentang Kebijakan
Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/P]/2022 tentang
Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant
business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari
SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam
penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan
melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah
nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada
saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan
Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan
yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan
Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi
usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak
yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang
diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas
KPD]JP.
¢ Formula

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase
penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
= Nilai Potensi yang diusulkan

x 100%
Target Pemenuhan Bahan Baku 2

e Realisasi
Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat
waktu adalah 117,02 %.
a) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

N IK
ama [kU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Efektivitas pengelolaan
Komite Kepatuhan Wajib - - - - 117.02%
Pajak KPP tepat waktu
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b) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah
melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Melakukan pembaharuan masterfile wajib pajak untuk memperbarui data
alamat korespondensi wajib pajak guna memudahkan dalam pelaksanaan
pengiriman surat atau visit wajib pajak.

e Assessment terhadap SP2DK/LHP2DK (tidak hanya segi kuantitas, namun
juga kualitas).

e Tindak Lanjut data pemicu, data penguji, data keuangan, target nilai sd min.
80% agar menjadi LHPt dan SP2DK.

e Pengawasan SP2DK yang belum LHP2DK yang terdapat dalam modul
approweb, terutama atas SP2DK dengan potensi besar.

e Aktivitas kunjungan kerja lapangan ke wajib pajak.

c) Realisasiketiga komponen IKU tersebut melebihi target, sehingga capaian Sasaran
Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif adalah 118,36%.

d) Capaian Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;

e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

e) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

f) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

g) Kendala yang dihadapi yaitu :
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e Perubahan alamat dan alamat Wajib Pajak yang tidak lengkap
menyebabkan himbauan SPT kepada Wajib Pajak kembali pos atau tidak
diterima oleh Wajib Pajak.

e Belum tertibnya pembukuan dan pencatatan serta pelaporan wajib pajak
berkaitan dengan data perpajakan, misal data pembelian, penjualan, gaji
dan biaya-biaya lainnya.

e Data penguji dan data pemicu perlu dilakukan penelitian ulang karena
belum tentu data pemicu penguji tersebut menghasilkan potensi pajak,
disebabkan adanya data yang tidak valid.

e Untuk menindaklanjuti data pemicu dengan LHPt atau SP2DK, WP dengan
data pemicu harus masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat, sementara kesempatan
pengajuan DPP terbatas.

h) Rencana aksi ke depan dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian realisasi
yaitu dengan :

e Menyiapkan daftar WP yang memiliki data pemicu dan diusulkan dalam
DPP, sehingga data pemicu dapat ditindaklanjuti dengan penelitian atau
SP2DK

e Optimalisasi pemanfaatan data baik dari sumber internal maupun sumber
eksternal DJP;

e Penyusunan DSP3, DPP dan DSP2 yang mempertimbangkan kualitas dan
kuantitas terhadap potensi yang dapat digali;

e Menindaklanjuti DPP dengan diterbitkan SP2DK dengan memperhatikan
manajemen waktu

e Melakukan konseling atas Wajib Pajak potensial yang telah dilakukan
himbauan(SP2DK) namun tidak respon

e Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki itikad tidak baik
dalam pembayaran pajaknya

¢ Peningkatan kemampuan Account Representative melalui IHT atau sharing
session.

7. Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan Hukum yang Efektif
Indikator Kinerja Tgetmm
7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan 100% 120% 120%
dan penilaian
7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75% 116,54% 120%
7c-N Persentase penyampaian usul 100% 200% 120%

pemeriksaan Bukti Permulaan
Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
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a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realisasi

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

Capaian

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

e Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan
efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

e Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur
berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi,
nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan,
realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan
penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua
parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen
Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi
DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun
berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot
25%)

Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai
restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas
Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur
berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu
Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian
Tepat Waktu.

e Formula

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) Capaian maksimal 120%
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Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

‘ Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian
| Target Rasio Nilai Hasil Penilaian

| Realisasi Jumlah Laporan Penilaian
Target Jumlah Laporan Penilaian

*) maksimal 120%

e Realisasi
Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024
adalah 120% dari target 100%, sehingga capaian IKUnya 120%.
a) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
T Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Tingkat efektivitas
. . - 120% 120% 120% 120%
pemeriksaan dan penilaian

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

LAPORAN KINERJA 2024

Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 5%
Realisasi 16.74% 50.26% 64.69% 95.03% 95.03% 116.54% 116.54%
Capaian 111.60% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan
efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat
efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

Variabel tindakan penagihan (50%);

Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
Formula
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Formula:

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(830% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagih

= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat
Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi
Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

Variabel Tindakan
Penagihan

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

Variabel Tindak = Realisasi tindak lanjut DSPC
Lanjut DSPC Target tindak lanjut DSPC

x 100%

2. Formula Variabel Pencairan DSPC

Variabel Pencairan =

DSPC

Realisasi pencairan DSPC
Target pencairan DSPC

x 100%

[

e Realisasi
Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan mencapai 120% dari target 75%
sehingga capaiannya maksimal 120%.
a) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan - 120% 120% 120% 120%

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 1% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 200.00% 200.00%
Capaian 0.00% 0.00% 0.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%

¢ Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan
efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

e Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan
analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan
yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan
Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk
memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat
informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

69

LAPORAN KINERJA 2024
]



Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang
wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota
Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari
fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika
usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala
KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara
Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu
usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak
yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu)
usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai
realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun
berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan
ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak
1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Formula

Formula:

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah

x100%

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah

Realisasi
Realisasi IKU Persentase penyampaian usul pemeriksaan dari bukti permulaan
adalah 200% dari target 100% sehingga capaiannya maksimal 120%.

a) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Persentase penyampaian
usul Pemeriksaan Bukti - - 120% 120%
Permulaan

b) Capaian Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif adalah 120% dan
mendapat predikat aman.
c) Kendala yang dihadapi :

1)
2)

3)
4)

5)

LAPORAN KINERJA 2024

Wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha (nonefektif )
Penanggung Pajak memilih untuk menempuh upaya hukum (keberatan,
banding, penghapusan sanksi)

Penanggung Pajak tidak memiliki kemampuan untuk membayar sehingga
tagihan tidak dapat dicairkan sesuai dengan yang diharapkan

Koordinasi dengan instansi lain (Kepolisian ) untuk pengamanan terkait
upaya penagihan kurang mendapat respon yang diharapkan

Wajib Pajak tidak kooperatif dalam penyelesaian penagihan dan/atau
pemeriksaan;

70



6) Monitoring per minggu kepada Fungsional Pemeriksa Pajak atas Tunggakan

Pemeriksaan belum ditindaklanjuti secara maksimal

d) Capaian Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;

e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

e) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

f) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

¢ Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

g) Rencana aksi yang telah dilaksanakan dan ke depan akan dilaksanakan yaitu:
1) Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian

(b) Prioritas FPP ada pada WP Grup & Transfer Pricing (TP) WP tidak
terdampak covid, SPT LB Restitusi dan Post Audit pengembalian
pendahuluan. Dan terhadap WP yang terindikasi melakukan tindak
pidana, diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

(c) Percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan melaksanakan fokus
audit, teamwork, revitalisasi peran supervisor agar mutu pemeriksaan
meningkat.

2) Efektivitas penagihan

i. Gelar Perkara Pencegahan

ii. Penelusuran aset dengan kanwil

iii. Evaluasi pengajuan pencegahan dan perpanjangan pencegahan

iv. Membuat perencanan berbasis ABK kepada Juru Sita ygada

v. Membuat daftar 100 Wajib Pajak penunggak pajak terbesar dan
mengamati perkembangan serta tindakan hukum yang dilakukan Wajib
Pajak
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vi. Mengelompokan wilayah penyampaian Surat Paksa
penyampaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien
3) Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan
e Usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.

sehingga

8. Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
8a-CP Persentase penyelesaian laporan
pengamatan dan penyediaan data 100% 120% 120%
potensi perpajakan
8b-CP Persentase penghimpunan data
55% 69,67% 120%

regional dari ILAP
Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi
Perpajakan

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

20%

50%

50%

80%

80%

100%

100%

Realisasi

17.93%

38.46%

38.46%

59.23%

59.23%

120.00%

120.00%

Capaian

89.65%

76.92%

76.92%

74.04%

74.04%

120.00%

120.00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk
mendukung pengambilan keputusan

e Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan
data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase
Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data
potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai
berikut:
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus
intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk
intelijen = yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk
mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta,
keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
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Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan
dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan
dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping)
potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak,
keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan
Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi
Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak,
pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau
penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru,
penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui
keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri
keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib
Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek
pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib
Pajak, dan sebagainya;
6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di
antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi
keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran,
konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya;
dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan
berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan
yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan
perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:
1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan
Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan,
kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan

hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.
Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur
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Jenderal Pajak nomor SE-18/P]J/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.
Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan
pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan
permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas
Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang
belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data
Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan
dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka
optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan
penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi
pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data
spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak
pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan
internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan
internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk
memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data
(Iengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang
diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka
ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan
penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung
berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah
tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine
Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV
menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting
(MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan
Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah
data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan
nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP
adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi
oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut:
a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/
KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai
dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf a); dan
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c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal,
tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana
diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum
dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data
hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh
Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil
KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah
sebagai berikut:
a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data
yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran
material dan formal tepat waktu.
b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam
oleh seluruh Account Representative tersebut.
c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh
seluruh pegawai KP2KP tersebut.
d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh
pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di
wilayahnya.
e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala
Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari
akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis
Kewilayahan) KPP di bawahnya.
f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala
Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi
Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala
Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data
lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh
Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan
Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota
Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e Formula

Formula

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu
Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

x 100%

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Jumlah Produksi Data Lapangan

x 100%

Jumlah Target Produksi Data Lapangan

Realisasi Maksimal 120%

(Persc’n tase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)
+ (Persen tase penyediaan data potensi perpajakan)

2

x 100%

e Realisasi
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Pada tahun 2024, KPP Pratama Tulungagung berhasil menyelesaikan laporan
pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebanyak 120%
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase penyelesaian
[ tand
aporan pengamatan dan 120% 120% 120% 120% 120%
penyediaan data potensi
perpajakan

IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP
a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target

5%

25%

25%

40%

40%

55%

55%

Realisasi

6.28%

24.00%

24.00%

69.67%

69.67%

69.67%

69.67%

Capaian

120.00%

96.00%

96.00%

120.00%

120.00%

120.00%

120.00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk
mendukung pengambilan keputusan

e Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang
bersumber dari ILAP.
ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP,
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan,
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada
periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit
antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-
Pemerintah Daerah.
Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib
disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan
periode tahun 2023.
Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data
Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1) Data Kendaraan Bermotor;

2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan

3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan

b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
1) Data Sektor Properti yang meliputi:

(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
(b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung
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(PBG);
(c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB P2).
2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang
tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama
regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama
Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan
IKU ini, diantara lain:
1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun
berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin
Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor
perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat
provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di
PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan
sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan
Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP
Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah D]P adalah
Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih
dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang
wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah
Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi
bersangkutan.

6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP
Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di
wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah,
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misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah
Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah
jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang
telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat
Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data
yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan
mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah
Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus
tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-
228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis
data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah
diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah
jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang
ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah D]P paling lambat
akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang
wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi

target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan,
KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah
Daerah.
4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan
secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang
selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

e Formula

Formula

Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan x40%) + AJumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap
o (

0
[70% x ((Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan

x 60%))]

Realisasi Tahun 2024 = +
0 Jumlah jenis dat: ional lai di ik: i lah jenis dat ional lai berstatus lengk: 5
I30% x ( Jmlah jrts i ragronal iy yag waife dismpatkar * 40% )+ " Tariah ard dafa soginal Bl yang daampaian~ * 60%)]
e Realisasi
Pada tahun 2024 KPP Pratama Tulungagung menghimpun data regional dari
ILAP sebanyak 69,67 %.
a) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya
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Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Persentase penghimpunan da
ta regional dari ILAP

- - - 120% 120%

b) Capaian Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas mencapai 120%
dan mendapat predikat aman.

c) Capaian Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;

e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk
proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan
gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring
pengaman sosial.

e) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai
infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan
yang rentan terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi
yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

¢ Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta
program bantuan langsung tunai.

f) Rencana aksi yang akan tetap dilakukan :

1) Melakukan kegiatan pengamatan untuk mendapatkan dan memperoleh data
dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan

2) Melakukan matching data dengan masterfile wajib pajak dan data internal DJP
untuk memastikan validitas dan kualitas data;

3) MoU dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan akses
permintaan data pada instansi di lingkungan pemerintah daerah;

4) Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);

5) Melakukan pengamatan wilayah pada saat kunjungan/visit.
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9. Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan 100% 117,23% 117,23%
pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85% 96,17% 113,14%
9c-N Indeks efektivitas implementasi 90% 97,83% 108,69%

manajemen kinerja dan manajemen risiko
Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00%| 117.23% 117.23%
Capaian 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 117.23% 117.23%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas,
dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan
yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
e Definisi IKU
1) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM

yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan
pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat
struktural dan pengembangannya;

b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang
diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan
fungsional serta pengembangannya;

c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur
berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

2) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan,
sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang
mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang
rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK
No0.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan
Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian
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Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan
memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.
e Formula

Formula

Tingkat Kualitas
Kompetensi dan
Pelaksanaan

Kegiatan Kebintalan
SDM ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2x 50%)

e Realisasi
Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan
SDM pada tahun 2024 adalah sebesar 117,23% dari target sebesar 100%.
b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Nama IKU Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024

Tingkat kualitas kompetensi
dan pelaksanaan kegiatan
kebintalan SDM

117.65 120 120 120 117.23

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah
melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:
e Melakukan monitoring pelaksanaan e-Learning pegawai;
e Menghimbau serta mengingatkan pegawai untuk melaksanakan e-Learning
sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
e Mengundang narasumber yang berkompeten dalam bidangnya sebagai
pemateri [HT;
¢ Rutin mengadakan pembinaan mental kepada pegawai dalam berbagai
bidang;
e Membuat laporan serta umpan balik pelaksanaan pembinaan mental.
d) Rencana aksi yang akan tetap dilakukan :
e Membuat nota dinas jadwal pelaksanaan e-Learning;
e Menginventarisasi kebutuhan pembelajaran pegawai sebagai bahan untuk
mengadakan In House Training.
e Memberikan materi pembelajaran, kisi-kisi, dan latihan soal uji kompetensi
teknis kepada pegawai yang ditugaskan mengikuti uji kompotensi teknis;
e Mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan  kualitas
kompetensinya melalui pembelajaran elearning, bimtek, diklat, dll.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target N/A N/A N/A 85 85 85 85
Realisasi N/A N/A N/A 100 100 96.17 96.17
Capaian N/A N/A N/A 117.65% 117.65% 113.14% 113.14%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas,
dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
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organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan
yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
e Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara
mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama
survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari
survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib
Pajak penerima layanan perpajakan

pengawasan kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari
survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden
Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya
pemeriksaan pajak

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei
kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang
telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei
kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib
Pajak yang dilakukan penagihan pajak

e Formula
((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan
kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan
pajak)) - Faktor Koreksi

¢ Realisasi
Realisasi IKU pada tahun 2024 adalah 96,17% dari target 85%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas
Unit - 119.81 111.93 113.67 113.14

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah

melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Berkoordinasi dengan Account Representative untuk mengingatkan Wajib
Pajaknya yang menjadi responden agar mengisi survei yang diberikan oleh

DJP;

e Mengaplikasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam bekerja serta

menjaga integritas.

e Menciptakan system kepatuhan internal yang baik di unit kerja
d) Rencana aksi yang akan tetap dilakukan :
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e Menganalisis daftar Wajib Pajak yang potensial untuk dijadikan sebagai
responden dalam survei baik untuk fungsi pelayanan, pengawasan,
pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 23 47 47 70 70 90 90
Realisasi 32.21 55.91 55.91 88.33 88.33 97.83 97.83
Capaian 120.00% 118.96% 118.96% 120.00% 120.00% 108.70% 108.70%

¢ Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas,
dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan
Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan
yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
e Definisi IKU
1) Implementasi Manajemen Kinerja
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022
tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara
lain diatur bahwa:

a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan
sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen
kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen
kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

d. Klasifikasi manajemen Kkinerja terdiri atas manajemen Kinerja
organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu,
dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan
organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

2) Implementasi Manajemen Risiko
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak
terhadap pencapaian sasaran organisasi.
Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung
budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang
dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam
pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan
kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan
kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.
Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah
Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan
Pemantauan dan Reviu.
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b)

d)

g)

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan
untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko
Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.
Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan
April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.
e Formula
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen
Risiko.
e Realisasi
Periode pelaksanaan rapat DKO diselenggarakan sekali dalam setiap Triwulan
dengan mengundang semua perwakilan Bidang dan Bagian yang menjadi PIC
untuk penghitungan Capaian IKU. Realisasi KPP Pratama Tulungagung pada
tahun 2024 adalah 97,83% dari target 90%.
Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Nama IKU

Indeks efektivitas
implementasi manajemen 111.11 111.11 111.11 111.11 108.69
kinerja dan manajemen risiko

Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah
melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:
e Mengumpulkan data dan bukti pendukung terkait IKU setiap seksi;
e Membuat dan menyampaikan laporan NKO tiap triwulanan secara tepat
waktu;
Membuat undangan dan notula rapat DKO;
Membuat laporan pelaksanaan DKO;
Menyampaikan piagam MR tepat waktu;
Menyampaikan Laporan Pemantauan tepat waktu;
e Membuat formulir pemantauan MR.
Dialog Kinerja Organisasi (DKO) telah dilakukan dengan optimal dan mitigasi
risiko (MR) telah dijalankan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Laporan DKO dan MR juga telah disampaikan secara tepat waktu
dengan disertai bukti dukung. Tersedianya aplikasi untuk melaporkan laporan
manajemen kinerja dan MR juga mendukung dalam keberhasilan pencapaian IKU
ini.
Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif tahun
2024 adalah 113,01 sehingga mendapat predikat aman.
Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:
e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;
e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
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e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi
insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan

e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.

h) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

i) Rencana aksi ke depan yaitu

e Melaksanakan Rapat DKRO tiap triwulan disertai dengan undangan, notula,
absensi, dokumentasi, dan laporan.

e Mendorong inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada Wajib Pajak;

e Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dalam formulir pemantauan
MR.

e Melakukan manajemen risiko yang lebih terukur dengan pemantauan
pelaksanaan rencana mitigasi risiko secara berkala;

10. Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis Pengelolaan kinerja kualitas yang akuntabel
Organisasi yang Berkinerja Tinggi

Realisasi

120%

Indikator Kinerja

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas
Pelaksanaan Anggaran

Target
100%

Capaian
120%

Sumber : NKO KPP Pratama Tulungagung 2024

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

a) Perbandinian antara tariet awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 105.26 102.92 102.92 120 120 120 120
Capaian 105.26% | 102.92% | 102.92% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00%

¢ Deskripsi Sasaran Strategis
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Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi,
dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada
akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik
pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat
memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan
informasi yang dapat dipercaya.

¢ Definisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus
dikelola  sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA.
Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan
dari:
a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan
ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari
Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/S].1/2024 tanggal 25 Juli
2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan
Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan
Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja
Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan
RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan
kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

e Formula

Formula

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulanl, Triwulan IT = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Kriteria

100<X< 120 100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100 Realisasi IKPA = 95

80 <X <100 80 + (Realisasi IKPA - 85) : 0,5 ** {(85<x<95)
80 Realisasi IKPA = 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
=(98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target - indeks capaian 80)
=(95-85) / (100-80)
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Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Kriteria

100 <X <120

100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)

100

Realisasi NKA =91

80 <X <100

80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80<x<91)

80

Realisasi NKA = 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
=(95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target — indeks capaian 80)
={91-80) / (100-80)

e Realisasi

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
adalah 120% dari target 100%.

b) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
I ks kinerja kuali
ndeks kinerja kualitas 98.56 99.74 96.99 94.4 120.00

pelaksanaan anggaran

c) Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja, KPP Pratama Tulungagung telah

melakukan berbagai upaya-upaya extra effort sebagai berikut:

e Perencanaan kegiatan yang matang di awal tahun;

e Melakukan perencanaan penjadwalan Pengadaan Barang dan jasa;
e Melalukan penyerapan alokasi anggaran belanja perjalanan dinas;
[ ]

Mengikuti arahan KPPN sebagaimana telah dilakukan selama ini untuk
mempertahankan nilai IKPA.
d) Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel tahun 2024

adalah 120%.

e) Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dilakukan
dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

e Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
e Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, dan;

e Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran.

f) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

e Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas
seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi

insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
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e Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.

g) Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

e Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur
hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan
terhadap perubahan iklim;

e Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang
dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

e Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

e Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah
terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program
bantuan langsung tunai.

h) Rencana aksi ke depan yaitu:
e Satker tetap mengikuti arahan KPPN sebagaimana telah dilakukan selama ini
untuk mempertahankan nilai IKPA.
e Satker masih mengikuti arahan dari Kanwil dan Kantor Pusat agar mencapai
target nilai SMART-DJA.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melakukan penyusunan anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung melakukan penyusunan anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyusunan RKA-KL dilakukan dengan
sistem Penganggaran Berbasis Kinerja yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam
pencapaian kinerja. Tahun 2024, DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung
sebesar Rp 6.915.170.000,- dan direvisi tetap sebesar Rp 6.915.170.000,-. Penyerapan
Anggaran Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung adalah sebesar Rp
6.607.610.822,- atau sebesar 95,55%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi jenis belanja “Pegawai” adalah sebesar Rp 722.587.000,- atau sebesar

92,18% dari pagu sebesar Rp 783.845.000,-.

2. Realisasi jenis belanja “Barang” adalah sebesar Rp 5.885.023.822,- atau sebesar

95,98% dari pagu sebesar Rp 6.131.325.000,-.

Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan Komitmen

1) Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan
pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan
dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa dan/atau
Penetapan keputusan (Swakelola).

2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA
tahun anggaran berkenaan.
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3) Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1
(satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang
berwenang yang diatur oleh PMK.

4) Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau
seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah.

5) Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK
mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6) Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak
dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.

7) Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi pihak ke-2.

8) Penerima berhak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan
bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Khusus untuk pembayaran
komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a) Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima;

b) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan
pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan
sebelum barang/jasa setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan
atas uang pembayaran yang akan dilakukan.

9) Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya
berupa surat jaminan uang muka, jaminan dimaksud dilengkapi dengan Surat
Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan
jaminan.

10)Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK
setelah timbulnya hak tagih kepada negara.

11)PPK menolak /mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak
lengkap dan benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya surat tagihan.

12)Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen
tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai format.
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C. Efisiensi dan Peningkatan Sumber Daya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung juga melaksanakan efisiensi pada
bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan
teknologi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU, antara
lain:

1) Pembinaan Teknis Tugas dan Fungsi Organisasi
Pembinaan teknis tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung dijabarkan pada poin-poin sebagai berikut:

a. Penggunaan sarana/media komunikasi dan informasi untuk Kantor Pelayanan
Penggunaan sarana/media komunikasi dan informasi untuk Kantor Pelayanan
dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut:

1) Media Luar Ruang berupa pencetakan spanduk, baliho, X-Banner, Roll
Banner, Poster

2) Media Elektronik berupa talkshow di radio

3) Media Online dengan memanfaatkan media sosial unit kerja

b. Reviu Penerapan SOP di Kantor Pelayanan

Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung melaksanakan reviu penerapan SOP di masing-masing Unit Kerja
yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal. Reviu Penerapan SOP
dilaksanakan berdasarkan Rencana Pemantauan Unit Kepatuhan Internal
sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur Nomor ND-778/PJ].11/2022 tanggal 31 Maret 2022
tentang Penyampaian Revisi Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2022
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022 dengan objek pemantauan
pada 6 (enam) proses bisnis/ SOP yang utama, yaitu:

1. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak KPP
Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan di KPP

Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan WP di KPP

Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa di KPP

Pembayaran Tagihan Dengan Mekanisme Melalui Uang Persediaan
Pengadaan Langsung Barang dan Jasa dengan Surat Perintah Kerja KPP

N

oUW

2) Pembinaan Kesekretariatan

a. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung mengadakan pengembangan
sumber daya manusia melalui kegiatankegiatan pelatihan, partisipasi dalam
diklat baik yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan maupun yang lain,
Leadership Development Program para pejabat eselon IV, ICV tematik, IHT, dan
lain-lain.

b. Penegakan Aturan Disiplin /Kode Etik Pegawai
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung senantiasa menjunjung tinggi
penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai dengan melaksanakan kegiatan
sesuai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan terutama penerapan nilai Integritas.
UKI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung melakukan pemantauan
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terhadap penerapan kode etik dan disiplin pegawai. Jenis pemantauan yang
dilakukan antara lain adalah dengan Metode Survei, Metode Observasi, Metode
Surveillance, Metode Inspeksi Mendadak di KPP, Metode Facilitated Team
Meeting, dll.

3) Pengelolaan Anggaran dan Asset

a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Rekonsiliasi dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-rekon Kementerian
Keuangan (e-rekon-lk. djpbn.kemenkeu.go.id) paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Kecuali untuk periode bulan Desember paling lambat tanggal 22
Januari. Berdasarkan monitoring pada menu e-rekon tingkat wilayah, tidak
terdapat keterlambatan pelaksanaan rekon setiap bulannya.

b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Ke KPPN
Satuan kerja diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan semester dan
tahunan serta disampaikan ke KPPN Mitra dan Kantor Wilayah. Berdasarkan
monitoring kantor wilayah semua satker sudah menyampaikan tepat waktu.

c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rekonsiliasi SIMAK BMN Kantor Pelayanan ke
KPKNL
Per 1 Januari 2020 administrasi BMN dilakukan secara online dengan
menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi
SAKTI terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
sehingga tidak diperlukan lagi rekonsiliasi ke KPKNL.

4) Pengendalian Internal
Bentuk pengendalian internal yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tulungagung, antara lain:
a) Pemantauan Pengendalian Internal
b) Pengendalian Gratifikasi
c) Pengelolaan Pengaduan Eksternal
d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Forum Optimalisasi Kegiatan Kewilayahan

Dengan dilakukan perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanaan Pajak
(KPP) melalui perluasan basis pajak (tax base) dan pengoptimalan penerimaan
dengan meningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan penggalian potensi
Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan segmentasi terhadap
Wajib Pajak untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat
dan efektif bagi Wajib Pajak pada segmen yang berbeda. KPP diharapkan dapat
memfokuskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara lebih tepat dan efektif, termasuk
terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan Forum
Optimalisasi Kegiatan Kewilayahan untuk meningkatkan kualitas pengawasan
dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Maksud dan Tujuan:
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1. Meningkatkan penguasaan data dan/atau informasi Wajib Pajak yang lebih akurat
dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dalam rangka membangun profil
Wajib Pajak dan menggali potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP;

2. Penyeragaman prosedur pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
dalam rangka perluasan basis pajak dan penggalian potensi, sehingga kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung Tahun 2024
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Kontrak Kinerja yang
telah ditetapkan, mencakup hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Hasil
evaluasi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tulungagung secara transparan.

Realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung di Tahun
2024 mencapai 100,06% dengan total penerimaan sebesar Rp 728.756.065.448,- serta
memiliki capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,06%.

Pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung tidak lepas dari
peran serta berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Semua kesuksesan yang
telah dicapai adalah kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. Kolaborasi dan hubungan kerja dengan pihak
eksternal tetap kami jaga terutama dalam rangka penggalian potensi perpajakan. Kami
berkomitmen penuh dalam mencapai target IKU disemua bidang/bagian.

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya:
Melakukan penggalian potensi berdasarkan klasifikasi usaha yang dominan;
Meningkatkan keefektivitasan pengawasan terhadap Wajib Pajak bendahara;
Melakukan kegiatan ekstensifikasi berbasiskan data;
Melakukan sosialisasi yang lebih intensif;
Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi Wajib Pajak;
6. Meningkatkan koordinasi antar seksi untuk mewujudkan pelayanan unggulan tepat

waktu.

v W

Demikian dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat membantu
informasi secara transparan baik kepada Instansi Vertikal di atasnya maupun seluruh
pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tulungagung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada
periode selanjutnya.
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